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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan jalan 
tembus Solo-Kertosono dan pelaksanaan ganti rugi dari pemerintah kepada 
penduduk setempat yang terkena pembangunan jalan tembus Solo-Kertosono di 
wilayah Sawahan Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah 
yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat fenomologi transendental, 
karena berusaha meneliti suatu fenomena dengan mengesampingkan prasangka. 
Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu data 
hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan dan studi lapangan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perkembangan pembangunan jalan tembus Solo-Kertosono berdasar pada 
perencanaan, penetapan lokasi, pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti 
rugi, pelepasan hak, pengurusan hak atas tanah, pelaksanaan pembangunan fisik, 
dan hasil appraisal berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum antara 
lain apabila terjadi sengketa dengan cara mengadakan mediasi dan apabila para 
pihak tidak setuju atas mediasi maka dapat mengajukan keberatan kepada 
Pengadilan Negeri. 
 
Kata kunci: pengadaan tanah, ganti rugi, proses realisasi 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the development of toll road development and 
implementation Solo-Kertosono compensation from the government to local 
residents affected by the construction of toll roads in the region Solo-Kertosono 
Sawahan Boyolali. The method used is a normative juridical research 
specifications are fenomologi transcendental, because it tried to examine a 
phenomenon of the exclusion of prejudice. The data source consists of primary 
data, interviews and secondary data, legal data primary, secondary and tertiary. 
Data were collected by literature study and field study that observation, interviews 
and documentation. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. The results 
showed that the development of highway construction Solo-Kertosono based on 
planning, location determination, the implementation of land acquisition and 
compensation, waiver, management of land rights, the implementation of physical 
development, and results of appraisal work as expected. The implementation of 
land acquisition for public purposes are in accordance with Law No. 2 of 2012 on 
Land Procurement for Public Interest among others in case of a dispute by 
conducting the mediation and if the parties do not agree to mediation, it can be 
appealed to the District Court. 
 
Keywords: land acquisition, compensation, realization process 
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1.PENDAHULUAN 
Negara yang sejahtera yakni negara yang mampu memberikan kontribusi 
yang baik kepada rakyatnya. Kontribusi yang dimaksud yaitu dilihat dari segi 
pendidikan, ekonomi, serta tatanan aturan yang sesuai dengan budaya yang hidup 
di dalam suatu masyarakat yang berkembang serta menuju kepada negara welfare 
state. Welfare state adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan 
konsep legal state atau negara penjaga menerapkan secara nyata. Apabila ini akan 
diubah, Indonesia butuh untuk belajar dari best pratices yang ada sekaligus 
mencari model yang tepat. Untuk mengetahui model negara kesejahteraan yang 




Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sumber daya alam 
maupun kekayaan dari negara merupakan suatu yang dimiliki oleh pemerintah 
atas nama bangsa untuk mensejahkterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam pasal 33 yang 
menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan 
sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 
Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-
undang dibagi menjadi dua arti, yakni: (1) Undang-undang dalam arti formal: 
ialah setiap keputusan Pemerintah merupakan undang-undang karena cara 
1
 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 14. 
3 
pembuatannya, (2) Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan 
Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.
2
Guna menghubungkan antara kesejahteraan tersebut dengan tanah, maka 
pemerintah perlu membuat undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan 
serta aturan yang harus dipatuhi oleh semua rakyat Indonesia termasuk dalam 
objek yang dimaksudkan yakni tanah. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 
mempunyai tujuan pokok sebagai dasar alat pelaksanaan atas Pasal 33 ayat 3 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan 
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang 
penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. 
Penguasaan bisa diperoleh melalui dua jalan, yaitu dengan cara-cara 
pengambilan dan penyerahan. Pengambilan dilakukan tanpa persetujuan penguasa 
sebelumnya, sedangkan penyerahan merupakan cara penguasaan atas suatu barang 
dengan persetujuan dari penguasa sebelumnya.
3
Zaman yang semakin berkembang membuat pola hidup masyarakat 
semakin modern. Adanya dampak dari globalisasi membuat pola hidup khususnya 
kebutuhan primer manusia juga semakin banyak. Transportasi yang memadai 
akan membuat masyarakat dengan mudah memperoleh dan memenuhi kebutuhan 
mereka. 
Agar sistem transportasi berjalan dengan baik perlu dibangun jalan raya 
yang dapat digunakan oleh semua masyarakat khususnya kendaraan beroda empat 
2
 C. S. T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PN Balai 
Pustaka, hal. 46. 
3
 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 64. 
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untuk menyuplai pasokan barang kebutuhan dalam jumlah yang banyak.  Namun 
dengan berkembangnya transportasi, jumlah kendaraan yang digunakan 
masyarakat semakin banyak membuat jalan raya menjadi macet, sehingga perlu 
dikelola dengan baik. Khususnya di daerah yang ada pemukiman serta adanya 
transaksi ekonomi masyarakat. Untuk itu pemerintah berupaya untuk membuat 
solusi agar jalan yang digunakan masyarakat tidak mengalami kemacetan. 
Solusi yang paling tepat digunakan yakni pembangunan jalan tembus atau jalan 
tol.  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, 
Pasal 1 huruf F yang menjelaskan bahwa jalan umum adalah jalan yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Dengan dibangunnya jalan tol, maka 
masyarakat lebih leluasa untuk mengatur waktu dalam berkendara khususnya roda 
empat atau lebih. Untuk itu perlu adanya lahan yang harus digunakan dalam 
pembangunan jalan tol. Namun dalam memperoleh lahan yang akan dibangun 
jalan tol ada kendala yang menghambat. Kendala yang sering terjadi adalah 
pelaksanaan ganti rugi lahan masyarakat yang tergusur.  Selain itu tanah yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah tetapi diperuntukkan untuk masyarakat setempat 
yang digunakan sebagai tempat pemakaman. 
Berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberikan pengertian 
sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses 
pengadaan tanah. Bentuk ganti rugi bisa berupa uang, tanah pengganti, 
pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh 
kedua belah pihak. Contohnya ganti rugi pengadaan jalan tol Solo–Kertosono di 
wilayah Sawahan Kabupaten Boyolali yang saat ini masih berjalan. 
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Berdasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan tujuan mengetahui perkembangan pembangunan jalan tembus 
Solo–Kertosono di wilayah Sawahan Kabupaten Boyolali dan untuk mengetahui 
pelaksanaan ganti rugi dari pemerintah kepada penduduk setempat yang 
terkena pembangunan jalan tembus Solo–Kertosono di wilayah Sawahan 
Kabupaten Boyolali apakah sudah sesuai dengan Undang–Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum. 
2.METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 
spesifikasi penelitian bersifat fenomologi transendental, karena berusaha meneliti 
suatu fenomena dengan mengesampingkan prasangka. Sumber data terdiri dari 
data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, 
sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan 
studi lapangan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data 
dianalisis secara kualitatif. 
3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Perkembangan Pembangunan Jalan Tol Solo–Kertosono di Wilayah 
Sawahan Kabupaten Boyolali  
Daerah yang terkena proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono di 
wilayah Kecamatan Ngemplak Kabupten Boyolali terdiri dari desa Ngargorejo, 
Ngesrep, Sindon, Donohudan, Dibal, Pandeyan, Sawahan, dan Kismoyoso. Tetapi 
di dalam pembangunan proyek jalan tol Solo-Kertosono, Pemerintahan daerah 
6 
Kecamatan Ngemplak tidak mengetahui perkembangan luas wilayah yang terkena 
dampak proyek tersebut.
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Peraturan yang mengatur tentang mengenai pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang berlaku saat ini adalan Undang-undang nomor 2 Tahun 
2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ketentuan tersebut 
ditegaskan lagi di dalam pasal 123 peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa: 
(1) Pada saat Peraturan presiden ini mulai berlaku, proses pengadaan tanah yang 
sedang dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan presiden ini diselesaikan 
berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, (2) Proses 
pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan 
sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti kerugian yang telah 
dititipkan di pengadilan negeri, (3) Proses Pengadaan Tanah yang sedang 
dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan paling lama 
sampai dengan 31 Desember 2014, (4) Dalam hal proses pengadaan tanah masih 
terdapat sisa tanah yang belum selesai sampai jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), pengadaannya diselesaikan berdasar tahapan 
sebagaimana diatur dalam Peratruan Presiden ini.
5
Pengadaan Tanah dalam pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono dimulai 
tahun 2008 dan sampai sekarang belum dapat dijalankan/beroprasi. Sesuai 
wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dari 
4
Sunarno, Bagian Pemerintahan Kecamatan Ngemplak, Wawancara Pribadi, Boyolali, 
14 September 2016, pukul 13.10 WIB. 
5
 Peraturan Predsiden Nomor 71 tahun 2012. 
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instansi lembaga pemerintah yang berperan sebagai mediator. Berdasarkan hal 
tersebut di atas, maka proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Jalan 
tol Solo-Kertosono ruas Ngemplak di wilayah Kabupaten Boyolali khususnya di 
Desa Sawahan dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2006 serta peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertahanan 
Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Semua kegiatan mengacu pada 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum. 
Pelaksanaan Ganti Rugi dari Pemerintah Kepada Penduduk Setempat yang 
Terkena Pembangunan Jalan Tol Solo–Kertosono di Wilayah Sawahan 
Kabupaten Boyolali 
Berdasarkan Peraturan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 
2007, tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
meliputi:
6
Pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah langkah utama 
dalam pembentukan pembangunan proyek kegiatan pengadan tanah jalan tembus 
Solo-Kertosono yang berbentuk proposal dimana proposal tersebut memuat 
maksud serta tujuan dari tahap perencanaan yang telah dibuat. Untuk memperoleh 
tanah yang digunakan dalam pembangunan kepentingan umum, instansi 
pemerintah yang terkait dalam proyek pembangunan dalam membuat proposal 
6
Wiradya Agung Utama, Kepala Sub Seksi Badan Pertanahan Nasional, Wawancara Pribadi, 
Boyolali, 19 November 2016, pukul 13.00 WIB. 
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harus memuat maksud dan tujuan pembangunan, letak dan lokasi pembangunan, 
luasan tanah yang diperlukan, sumber pendanaan, analisis kelayakan lingkungan 
perencanaan pembangunan, dan dampak pembangunan serta pencegahan dan 
pengendaliaanya. 
Selanjutnya, dalam pelaksanaan Pembangunan jalan tol Solo-Kertosono ini 
dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurus tentang 
pembangunan jalan untuk transportasi yang dikelola dengan Badan Pembangunan 
Daerah untuk penataan tata lokasi dan tata ruang. Berdasarkan proposal yang 
dibuat, Kementreian Pekerjaan Umum mengajukan permohonan kepada Gubernur 
Jawa Tengah untuk merealisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan serta 
mendapatkan persetujuan guna mendapatkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi 
Pembangunan (SP2LP) Kepada Gubernur Jawa Tengah perihal Permohonan Surat 
Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) ruas Jalan Tol Solo-
Kertosono Ngemplak Kabupaten Boyolali yang berada di wilayah provinsi Jawa 
Tengah. 
Kedua, penetapan lokasi. Penetapan lokasi yang didasarkan oleh ketentuan 
surat dari Gubernur Jawa Tengah yang dikeluarkan tentang Pengkajian 
Pembangunan Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono Ngemplak Kabupaten Boyolali 
dilihat dari aspek tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, 
serta penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan pengkajian 
kesesuaian atas pelaksaan pembangunan ditetapan oleh instansi yang terkait serta 
Badan Pertanahan Nasional pemerintah Kota/Kabupaten. 
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Ketiga, pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 Pemerintah Pusat menetapkan untuk 
pembangunan jalan tol di beberapa wilayah untuk diberikan kepada Sekretaris 
Daerah atau pemerintah setempat dalam tingkat Kabupaten atau Kota, yang 
disebut dengan Panitia Pengadaan Tanah, yaitu pembentukan Panitia Pengadaan 
Tanah (P2T),  penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, penunjukan lembaga/tim 
penilai harga tanah, penilaian, musyawarah, dan pembayaran ganti rugi. 
Keempat, pelepasan hak. Pelepasan hak adalah pelepasan hubungan antara 
sebidang tanah dengan pemiliknya yang dilaksanakan melalui musyawarah yang 
dilakukan secara bertahap sehingga disepakati nilai ganti rugi atas bidang tanah 
yang dilepaskan. Proses pelepasan hak dibuktikan dengan akta pelepasan 
hak/surat pernyataan pelepasan hak. Pelepasan hak dilaksanakan setelah 
dilaksanakan pembayaran ganti rugi yakni (1) Pelepasan hak untuk tanah yang 
dikuasai oleh masyarakat. Total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dalam proyek jalan tol Solo-Kertosono yaitu Rp 45.506.058.355,-  untuk 251 
bidang tanah, dan (2) Pelepasan hak untuk tanah kas desa. 
Sebelum dilaksanakan pelepasan hak terhadap tanah kas desa harus 
dilaksanakan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah membuat 
Peraturan Desa mengenai Pemindahan Tanah Kas Desa dengan memperhatikan 
hal sebagai berikut: (a) Setiap pemindahtanganan tanah kas desa dilaksanakan 
kerangka kebijakan sebagai upaya memperkuat Pemerintah Desa, (b) Tanah kas 
desa dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali 
diperlukan untuk kepentingan umum. 
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Pemindahtanganan hak atas tanah desa harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: (a) Rencana pemindahtanganan tanah atas hak desa tidak 
merugikan desa itu sendiri, (b) Ganti tanah desa akibat pemindahtanganan harus 
lebih produktif, (c) Apabila tanah yang dilepaskan diberikan dalam wujud uang, 
maka uang hasil ganti rugi tersebut dicarikan pengganti juga berwujud tanah. 
(2) Kepala Desa membentuk Petugas Panitia Pelepasan dan Pengadaan Tanah 
untuk menggganti tanah yang dilepaskan untuk pembangunan Jalan Tol Solo-
Kertosono di wilayah Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, 
(3) Pelepasan desa menetapkan keputusan mengenai pelepasan aset pemerintah 
berupa tanah kas desa, tanaman, dan bangunan milik pemerintah desa untuk 
pembangunan jalan tol Solo-Kertosono di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, 
Kabupaten Boyolali, (4) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pelepasan 
aset kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi, (5) Kecamatan setempat 
meneruskan permohonan rekomendasi dari desa untuk mengadakan monitoring, 
pengawasan, dan evaluasi tanah kas desa serta ganti rugi untuk membeli tanah kas 
pengganti. 
Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati dan Gubernur, Kepala 
Desa kemudian membuat keputusan mengenai pelepasan tanah kas desa yang 
digunakan sebagai dasar membuat Berita Acara Pelepasan Hak dengan instansi 
terkait. 
Pembangunan Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono di Desa Sawahan, 
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sering terjadi kendala 
dalam pembebasan lahan. Kendala tersebut mempunyai macam-macam tingkatan 
yakni: 
11 
Pertama, tanah masyarakat, meliputi: (1) Sengketa kepemilikan, (2) Sisa 
tanah dana atau bangunan yang tidak terkena jalan tol minta dibayarkaan ganti 
rugi semuanya, (3) Sertifikat hilang, (4) Sertipikat dipinjamkan ke bank, 
(5) Belum terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi.
7
Kedua, tanah kas desa, antara lain: (1) Kesulitan mencari tanah pengganti, 
belum dikeluarkan SK Bupati dan Surat Rekomendasi dari Gubernur Jawa 
Tengah. 
Tanah merupakan komponen yang sangat penting bagi kelangsungan 
hidup manusia. Karena Tanah memiliki peran yang sangat penting untuk 
kemakmuran bagi pemiliknya. Di samping itu berkembang nilai budaya yang 
menjelaskan bahwa nilai dari suatu tanah adalah benda pusaka yang tidak ternilai 
harganya dan harus dipertahankan. Hal tersebut memicu harga 




Pertama, kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dalam proyek 
pembangunan jalan tol Solo-Kertosono ruas Solo Mantingan dan proses ganti rugi 
pemberian hak atas kepemilikan tanah oleh Kementerian Pekerjaan Umum kepada 
masyarakat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana 
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2016, Pukul 11.20 WIB. 
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telah diubah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta yang melaksanakan 
kegiatan tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Peaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum yang telah diubah sebagaimana mestinya dengan Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang 
meliputi kegiatan perencanaan, penetapan lokasi, pelaksanaan pengadaan tanah 
dan pemberian ganti rugi, pelepasan hak, pengurusan hak atas tanah, pelaksanaan 
pembangunan fisik, dan hasil appraisal. 
Kedua, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Kepentingan Umum dengan sebagai dasar realisasi pemecahan masalah atas 
permasalahan yang timbul seperti: (1) Sengketa Kepemilikan dengan cara 
mengadakan mediasi kepada para pihak yang bersengketa dan apabila para pihak 
tidak setuju atas mediasi yang dilakukan dapat mengajukan keberatan kepada 
Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak 
dikeluarkan appraisal, (2) Sisa tanah dana atau bangunan yang tidak terkena jalan 
tol diminta untuk meminta ganti kerugian seluruhnya yakni cara pemecahan 
masalahnya yakni pihak yang membutuhkan lahan yaitu Kementerian Pekerjaan 
Umum Pejabat Pembuat Komitmen memberikan pencerahan kepada Pemilik 
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lahan tentang pemberlakuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Kepentingan Umum, (3) Sertipikat hilang yaitu mengatasinya dengan cara pemilik 
lahan untuk segera mengurus ke Badan Pertanahan Nasional untuk meminta 
diterbitkannya Surat Pengganti Kehilangan Hak atas Kepemilikan Tanah, 
(4) Sertipikat yang dipinjamkan ke bank, penyelesaiannya dengan cara 
melakukan pertemuan dengan pihak bank dan pemilik lahan untuk membicarakan 
penyelesaian pinjaman bank dari pemilik lahan, dan (5) Belum terjadi kesepakatan 
ganti rugi, cara penyelesaiannya dengan memberikan pengarahan kepada 
masyarakat tentang penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bagi 
masyarakat yang mensepakati lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari total 
masyarakat yang terkena dampak proyek akan langsung dibayarkan sesuai hak-
hak yang dimilikinya. Apabila belum mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) 
maka pihak yang membutuhkan lahan mengarahkan masyarakat untuk 
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat. Bila ada masyarakat 
yang tidak sepakat, namun juga tidak mau mengajukan keberatan, maka uang 
yang harusnya diberikan kepada pemilik lahan dilakukan konsinasi, yakni 
penitipan uang kepada Pengadilan Negeri setempat. 
Sementara itu untuk tanah kas desa, kendala yang dialami yaitu: 
(1) Kesulitan mencari tanah pengganti yakni dengan cara Kementerian Pekerjaan 
Umum memberikan uang panjar kepada pemilik calon tanah pengganti dan 
memberikan kepastian kapan pelunasan pembayaran tanah pengganti tersebut 
dilakukan setelah surat dari Gubernur dan dari Bupati telah direkomendasi, 
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(2) Belum dikeluarkan SK Bupati dan Surat Rekomendasi dari Gubernur yakni 
dengan cara meninjau ulang kembali kebijakan yang terkait lahan yang akan 
dikerjakan dan biaya operasional pengganti tanah kas desa, dan (3) Pemerintah 
Desa tidak bisa menunjukkan atas hak / atas hak hilang yaitu dengan cara Pejabat 
Pembuat Komitmen selaku yang mempunyai kewenangan untuk membayar tanah 
tersebut dengan catatan bahwa tanah tersebut tercatat dalam aset kepemilikan 
tanah kas desa. 
Saran 
Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen selaku instansi dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dengan Badan Pertanahan Nasional harus membuat perencanaan 
yang tepat mengenai pembayar ganti rugi yang belum diberikan kepada 
masyarakat karena dapat menimbulkan permasalahan dan menghambat 
pembangunan yang sedang dilakukan. 
Kedua, dilakukan peninjauan kembali tentang perencataan tata ruang 
dengan dinas yang terkait agar proses pembangunan jalan tol lancar dan sesuai 
dengan jadwal yang dibuat. 
Ketiga, instansi yang membutuhkan lahan agar melakukan pendekatan 
secara personal serta aktif kepada pemilik lahan agar memberikan pengarahan 
tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
Keempat, melakukan reappraisal kembali mengenai tanah yang belum 
diberikan dari pemilik lahan kepada instansi yang membutuhkan lahan untuk 
melakukan peninjauan kembali tentang penetapan harga nilai tanah agar data yang 
sudah tidak relevan lagi tidak digunakan. 
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